BAB IV
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelunasan
Barang Gadai yang Tidak Dijadikan Jaminan Dalam Akad A/-Qard

Di koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya.

. Analisis Akad A/-Qard Utang-Piutang Tanpa Barang Jaminan Di
Koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya.

Pembahasan hutang piutang dalam lembaga keuangan syariah
sudah tidak asing lagi, hutang piutang (a/-gard) merupakan produk yang
paling dicari, dalam praktik di koperasi STF syariah Ar-Rahman
mempunyai syarat dan ketentuan yang telah diatur, tak hanya dari hukum
positif (UU, peraturan BI serta Fatwa DSN) sendiri bahkan dalam hukum
Islam pun juga mencantumkan tata cara dalam melaksanakan akad
tentang hutang-piutang. A/-Qard dalam bahasa indonesia dikenal dengan
utang-piutang. Secara bahasa al-qard berarti ¢1==sl‘ (potongan), dikatakan
demikian karena al-gard merupakan potongan dari harta mugrid (orang
yang membayar) yang dibayarkan kepada mugqtarid (yang diajak yang
berpiutang). Dalam proses pengajuan utang-piutang pelunasan barang
gadai yang dilaksanakan di Unit Koperasi STF syariah Ar-Rahman
Surabaya, pihak koperasi tidak meminta barang jaminan. Dalam hal ini,
utang piutang tanpa barang jaminan telah melewati beberapa kajian dan

pertimbangan, diantaranya ialah:
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1. Faktor kajian hukum yang tidak mewajibkan adanya barang jaminan.

2. Faktor kesiapan ruang / tempat penyimpanan barang, apabila ada
barang jaminan gadai.

3. Faktor keamanan, dimana dalam hal ini pihak koperasi tidak perlu
untuk mengadakan maintenance (perawatan/ penjagaan) apabila ada
barang gadai, sebab adanya penjagaan atas keamanan barang gadai

tentunya memerlukan cost biaya tambahan lebih.

Maka dari itu seluruh proses transaksi yang dilaksanakan di
koperasi STF syariah ini dirasa sudah cukup sesuai prosedur yang
menjadikan patokan dalam seluruh kegiatan di koperasi syariah. Anggota
di koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya merupakan masyarakat
golongan menengah kebawah yang juga tidak ingin di perumit. Adapun
syarat yang harus dipenuhi oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan

adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP suami/istri (jika sudah menikah)

2. Fotocopy pas foto

3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).

4. Bagi pegawai harus menyertakan slip gaji 3 bulan terakhir.

5. Selain syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah,

pada proses pengajuan piutang, sebelum di Acc pengajuan piutang
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pihak koperasi terlebih dahulu meninjau atau melakukan survey ke
rumah atau tempat usaha calon nasabah. Selepas dilakukan survey
staf pembiayaan melakukan analisa pembiayaan dan selanjutnya
diajukan di manager, setelah itu manager menimbang hasil analisa
tersebut. Jika pengajuan tersebut memenuhi kriteria perusahaan maka

akan di setujui pembiayaan tersebut.

Dalam pemilihan akad yang digunakan, anggota mengakui bahwa
setelah semua syarat yang disetujui oleh koperasi, anggota di panggil
untuk datang ke koperasi oleh pihak koperasi untuk melakukan
penandatangan akad, akad yang digunakan dalam pembiayaan modal
usaha ini diberikan oleh pihak koperasi dan pihak koperasi menyampaikan
dan memberitahu maksud dan tujuan dipilihnya akad a/-gard ini pada
pembiayaan modal usaha yang diajukannya, setelah anggota
menyetujuinya maka dilanjutkan dengan pembacaan akad di hadapan
anggota dan dua saksi, saksi bisa dari pihak anggota dan pihak koperasi,
setelah itu anggota melakukan penandatangan akad dan dilanjutkan

dengan pencarian dana yang diajukan.

Dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard
dalam ketentuan umum salah satunya yaitu LKS dapat meminta jaminan

kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Maka dari itu pula pihak
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koperasi tidak menerima adanya barang jaminan untuk utang piutang.
Akan tetapi bukan berarti hal tersebut bukan tanpa masalah, tentunya
akan sangat beresiko bagi keberlangsungan keuangan pihak koperasi
apabila terjadi pelanggaran perjanjian utang-piutang (a/-gard). Adapun
ketika terjadi pelanggaran perjanjian dalam utang-piutang pihak koperasi
menggunakan langkah-langkah musyawarah, pihak koperasi akan
membawa permasalahan pelanggaran perjanjian utang-piutang tersebut ke

pengadilan untuk mendapatkan solusi atas persoalan tersebut.

Dalam kasus ini terdapat dua terminologi yang hampir bertolak
belakang, dimana satu sisi sudut pandang hukum islam sebagaimana
difatwakan oleh DSN-MUI; bahwa hukum barang jaminan dalam suatu
akad utang-piutang bukan merupakan hal yang wajib, melainkan Mubah.
Sehingga apabila dalam praktik akad A/-Qard atau hutang piutang yang
tanpa disertai barang jaminan dimungkinkan akan sangat rawan terjadi
adanya pelanggaran perjanjian hutang piutang. Disatu sisi, pada realita
lapangan tidak semua instansi atau lembaga keuangan sepertihalnya;
koperasi, perbankan, siap untuk menerima, mengelola, dan bertanggung
jawab atas adanya barang jaminan. Sehingga dalam praktiknya seperti
yang terjadi pada koperasi STF Surabaya, adanya barag jaminan tidak
dijadikan sebagai suatu syarat atas terlaksananya utang piutang.

Menyikapi hal ini, peneliti berpendapat bahwasanya demi terlaksananya
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transaksi utang piutang yang aman dari kemungkinan terjadinya
pelanggaran perjanjian utang piutang, suatu lembaga keuangan seperti;
perbankan, koperasi dan lain sebagainya sebaiknya memiliki langkah-
langkah antisipasi atas terjadinya pelanggaran yang lebih, misalnya;
mengkaji lebih dalam kondisi obyektif calon nasabah, sehingga sebelum
memberikan piutang pihak koperasi sudah mempunyai gambaran atas
kemampuan calon nasabah dalam membayarkan hutang sebagaimana
yang diajukan kepada pihak perbankan atau koperasi tsb. Mengontrol
kondisi objektiv pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah. Pihak
koperasi sebaiknya juga mempersiapkan diri untuk membentuk devisi
penanganan kasus setiap terjadi adanya pelanggaran perjanjian utang
piutang. Selain itu lembaga koperasi selaku pemberi piutang sebaiknya
mempunyai relasi dengan instansi-instansi seperti lembaga bantuan
hukum dan lain sebagainya, hal tersebut di perlukan demi keamanan atas

transaksi utang piutang barang gadai yang tidak dijadikan jaminan.

. Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Pelunasan Barang Gadai yang tidak
dijadikan Jaminan dalam akad a/-gard Di Koperasi STF Surabaya.

Berdasarkan dari QS al-bagarah ayat 283 peneliti dapat
menemukan titik korelasi antara pembahasan hukum ekonomi syariah
kasus hutang-piutang dengan objek pembahasan dalam penelitian ini

Qur’an surat al-bagarah ayat 283 yaitu :
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yvang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian.Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun Qs.Al-Baqgarah Ayat 283 merupakan salah satu dasar
hukum yang bisa dijadikan rujukan bagi peneliti maupun masyarakat pada
umumnya untuk bermuamalah, dalam hal ini utang piutang, gadai, jual
beli dsb. Adapun dalam ayat tersebut juga menggambarkan bagaimana
proses atau sistematika dalam hutang piutang dan gadai sepertihalnya
adanya akad atau perjanjian hutang piutang, diperlukanya saksi dalam
hutang piutang, pencatatan atas utang dan piutang yang dilaksanakan,
serta di sarankan adanya jaminan dalam hutang piutang apabila di
perlukan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman : ( )aw QJ.D S |3§ 3) “Jika
kamu dalam perjalanan”. Y akni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi
hutang piutang sampai batas waktu tertentu, (WS 1535 3 5) “sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis” Yaitu seorang penulis yang
menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka

mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau

pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi
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pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang
dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: (4<a 384 AR
“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang).” Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa
jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana
yang menjadi pendapat imam syafi’i dan jumhur ulama. Dan ulama lain
menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus
berada ditangan orang yang memberikan gadai. Akan tetapi didalam
praktiknya barang jaminan bukan hal yang bersifat wajib, dalam artian;
apabila diantara dua belah pihak sudah saling percaya dan tidak
memerlukan barang jaminan maka di perbolehkan pula di tiadakanya
barang jaminan tersebut.

Selain dasar hukum islam dari alquran peneliti juga
mengorelasikan dasar hukum yang berlaku sebagaimana telah di tetapkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; Bahwa pinjaman
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rain
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang
Rahn diantaranya; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam untuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai
seperti Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)
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dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. marhun dan
manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan
perwatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban
rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan Marhun. Apabila
jatuh tempo, Marhun. Harus, memperingatkan rahin untuk segera
melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka
marhun  dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil
penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan
hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi
kewajiban rdhin.' Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang berupa
emas sebagai jaminan utang dalam bentuk raAn emas dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Rahn Emas sebagai
berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat

Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn).

' DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006),
153-154.
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2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarka
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlakukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad Tjarah.”

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah: Salah
satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat
adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat
tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip syaiah.” Selain halnya pandangan dari hukum
islam yan dirujuk dari alquran peneliti juga mengkorelasikan dasar hukum
sebagai mana berlaku di Negara Indonesia merujuk dari; Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun
bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam
perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan

bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka

2 .

Ibid., 155-156.
3 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di
Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 198.
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istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754
KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.”

Dalam penelitian di bab ini, penulis memaparkan data kajian dari
dasar hukum dari utang piutang dan gadai. Diantaranya merujuk dari
alquran, juga pula alhadist, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI,
sebagaimana telah terpaparkan di pembahasan sebelumnya. Dan berikut
ini merupakan beberapa tinjauan dari alhadist sebagaimana berikut ini
seperti yang terkutip dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

2
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“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”
(HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Dari kajian penulis, merujuk dari hadist tersebut tentu
menjelaskan bahwa barang jaminan merupakan suatu hal yang dianjurkan
diantara keduanya “pemberi pinjaman dan peminjam’, selain itu barang
setatus kepemilikan barang jaminan tidak beralih kepada yang memberi

pinjaman. Akan tetapi pertanggung jawaban atas kondisi barang jaminan,

dimana barang jaminan haruslah seperti sebagaimana sejak awal dijadikan
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sebagai barang jaminan, tidak berkurang secara kualitas maupun
kuantitas. Dalam konteks ini pihak koperasi STF Surabaya tidak
memerlukan adanya barang jaminan untuk transaksi utang piutang barang
gadai. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pihak koperasi STF Surabaya
tentu perlu memikirkan adanya operasional tambahan. Sebagaimana kasus
yang terjadi di koperasi STF Surabaya, dimana pihak Koperasi STF
selaku pemberi pinjaman tidak menerima atau tidak memerlukan adanya
barang jaminan untuk setiap transaksi utang-piutangnya.

Dari dasar-dasar hukum yang telah terpaparkan diatas, dapat di
simpulkan oleh penulis bahwasanya hukum pelunasan Barang Gadai yang
Tidak Dijadikan Jaminan Dalam Akad A/-Qard Di koperasi STF Syariah
Ar-Rahman Surabaya merupakan hal yang diperbolehkan, dengan kata
lain akad atau praktik muamalah tersebut bukan merupakan hal yang
dilarang oleh syariat islam, serta perundang-undangan di Negara

Indonesia.



